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1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi dan informasi saat uﬂ%mhang sangat cepat.menciptakan
peluang besar uniuk Im'nmfa:u.m yang lebih Iuas dan memudahkan akses.
pengelolaan, serta pe an informasi secar epat dan akurat. Dalam konteks
ini, sistem jaringan. kaﬂlﬁhai ymg didukurig tci:mﬂgt— informasi dan
komunikasi (TIK) rnmj:dipuﬂ:hg dalam menghadﬁ ﬂbﬂl isasi, Remokratisasi,
ﬂm hﬂmlmn, khﬂmjﬂ 'Ingi pemenntah (v 11}!9} Pemerintah
dhtqhﬂ dapat  beradaptasi  dengan mcnﬂtﬂthn, mﬂl dan

' coment) sebogai
sm'm uﬂnt mn:,'nmpaiknn informasi, memberikan }n'.ra.nnn pﬂ:ﬁk, nuulm:nnn
F,I'll.'im masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntibilitas dalam
ng ":'mhcrkmdﬂmdanhﬂkejﬁnjulﬂnf“'mdmsﬂuzﬂlﬂ

E-Government adalah adalah  penggunaan tekmolom informasi oleh
pemenintah (seperti Wide Area Network, ]mmmm fmmgj yang
memungkinkan pemerintah untuk  mentransformasikan hubungan  dengan
masyarakat, dunia bisnis, don IM}'IIHE berkepentingan (World Bank. 2002).
Dasar hukum Mpﬁiﬁim#gnvﬁmnm di m salah satunya tertuang
dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nemor 95 Tahun 1018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis  Elektronik fﬂ'ﬂ!}?} Meski begitu, peneropan  e-
government dalam pemerintaban masih sering dianggnp kurang efektif karena
berbagai kendala teknis. Beberapa di amtaranya termasuk pengembangan aplikasi
e-government yang belum optimal, adanya duplikasi aplikasi dengan fungsi
serupa yang menyebabkan data ganda serta validasi yang tidak akurat, yang pada
akhirnya berdampak pada pemborosan waktu dan biaya ( Adolph, 2016),



Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi {Kemenpan RB). Abdullah Azwar Anas mengatakan bohwa sasl ini
terdapat sekitar 27400 aplikasi pemerintah, baik pusat maupun daerah yvang di
dalamnyn saling tumpah tindih dan dapat menvulitkan masyarakal, terlebih jika
harus membuat satu persatu akun pada aplikasi tersebut (Kurniat, 2023). Untuk
mengatasi  permasalaban  ini,  diperlukan  strategi  yang  mengadopsi
mteroperabilitas sistem guna memungkinkan pertukaran data antar sektor
pemerintahan,  yang  dikenal’ sehagai e-government  interoperability.
Interopernbilitas  e-government  menjadi - elemen penting  dalam  sistem
pemerintahan elektronik di Indonesia. chem&.uuunyn mgpt diperfukan agar
berbagai layanan pemerintab yang saling terhubung dalim satu jaringan dapat
berkomunikasi dengan lebih efektif. Komunikasi yang lancar_ini membawa
banyak manfaat, baik bagi pemerintah maupun mnm mﬂ_mmgkaﬂ:an

efisiensi kinetja aporatur dan layanan pemerintahan, me lﬂmhnsl.
merlhku:g pemerintah dalam pengambilan kebijakan, serta mem;mmuﬂh—:kses
Munm h@ semua (Adolph, 2016), Pada Persturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor | Tahun 2023 tentang Interoperabifites  Data dalam
Penyelenggaraan Sistem Pemerintaban Berbasis Elektronik dan Satu Data
Indomesia pasal | Ayat (3) mendefinisikan interoperabilitas data sebagai sebuah
kemampuan sistem elekironik dengan karakteristik yang berbeds untuk berbagi
paka‘f M ﬂltl uﬂi:mmi m Aerintegrasi ﬂlﬁ g@'eleﬂggnann SPBE.
mmmm Repuh&luhmm Nomor 82 Tahun
2012 tenfang Penyelenggaraan Sistem Dan w Elektronik Pasal 23
menjelaskan bahwa penyelenpgarman sistem elekironik harus  menjamin
berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan ]Ji'l'lmlllkﬂIL'rlj’ﬂ.. dengan tetap

memperhatikon interoperabilitas dan kompatibilitas dengan sistem elektromk
sebelumnya dan’ atau sistem elektronik yang terkait.

Maks,  interoperabilitas  e-government menjadi  prioritas  untuk
meningkatkan kualitas pelaynnan publik, termasuk mendukung vsaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) yang berperan penting dalam perekonomian



nasional, Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, UMEKM
berkontribusi sekitar 60.51% terhadap PDB nasional dan menyerap 97% tenaga
kerja (Junaidi, 2023). Hal ini memunjukkan peran strategis UMEM dalam
menciptakan lapangan kerja, menmmgkotkan pendapatan masyarakat, dan
mengurangi  ketimpangan ekonomi di berbagai daersh, termasuk di Kota
Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mendukung UMKM melalui berbagai
kebijakan dan program. salah satunya adalah e-gzovernment metalui aplikasi Jogia
Swmart Sﬂﬂw [ISSg. IS8 adalah platform layunan publik digital yang
memudahkan akses mformasi bagi masyarakst. Aplikasi ini tidak hanya
ww. masvarkat Kota Yogyakartn, tetapi mbugi masyurokat luar
mhjﬁm Yogyakarta yang mgin mengetshui perkemhmhympﬂmt di
mla;mh ini (Gumilar, 2019). Dalam JSS, terdapat layanan khusus .‘nnﬂim
juuruan rapat yaitu Lavanon Nglarisi yang ditujukan untuk mendukung UMEM di
Kota Yogyakarts. Saat ini, layanan ini dikelola oleh Digas Petindustrian Koperasi

Megurut nformasi dari Bupak Novi selaka admin {Ipmnﬂnﬂ] Layanan
Nglarisi menjelaskan hahwa layanan ini dapat dimanfaatkan bagi UMKM yang
Icrgaw iﬂﬂﬁﬁ clompol w wntuk “wm ‘konsumsi rapat bagi
Orrgaisast 'Parl:@mt-ﬂncdh (OPD) di Kota Yogyakarla. Para OPD diwajibkan
memesan makanan dan minumean lingsung dari Layanan Nglarisi untuk kegiatan
seperti rapat, pelatihan, “osialisns, event duon sejentsnva. Namun, layunan ini
hanya dapat diakses oleh UMKM vang tergabung dalam kelompok Nglarisi dan
OPD di lingkup Kotz Yogyokarta schinggs tidak tersedia untuk masyarakat
wmum Selain itu, penjualan dalam Layanan MNglarsi juga belum merata karena
tidak sermm UMEM memahami cara promosi baik secara online maupun offline,
maka OPD setempat juga jarang melirk UMEM yang tidak aktif menswarkan
produknys.




Layanan Nglarisi dalam aplikasi JS8 merupakan bentuk implementasi e-
government berbasis interoperabilitas yang mendukung UMEKM. Dalam e-
government, interoperabilitas berartl kemampuan sistem berbeda untuk bekerja
sama dan lerintegrasi selingga memperlancar pelayanan publik dan mengurangi
birokrasi vang berlebthan (lmran, 2020}, Melalui interoperabilitas Lavanan
Nglarisi dalam aplikasi 155, diharapkan dapat mendukung UMEM lokal dalam
meningkatkan penjualan dan memperkias pasar. Layanan il juga memastikan
transparansi dan standarisasi d.amm pemesanan, Namun di Indonesia,
keamanan siber dalam interoperabilitas e-government musih, menjadi tantangan,
schmgg.l: Huhn Slbu:' I.lm ‘Smﬁ. Negara {ES&N‘J puh: menmgkatkaﬂ

ﬂw jug dapat mﬁghl'rﬂmt implementasi w e-gOvernment,
terutama Katena masih ada kebutuhan dasar yang haruis diprio , seperti
pengentasun  kemiskinan, dibandingkan dengan  pengndaan M internet
Eﬁnwmﬂfmiﬂl*ii

Adanya tantangan tersebut, moka penulis tertarik untuk meneliti lebih
dalam terkait interoperabilitas Layanan Nglarisi dalam qﬂik:lst IS8 untuk
nnﬂnhmg perkembangan UMEM di Kota "lugym Iﬁ ey dghni sepert
sekarang. MKM membutubkan dukungan yang lengkap, molai dari regulasi dan
kebijukan yang tepal. infrastruktur teknologi yang memadai serts pemberdayaan
pelakn UMKM agar mampu bersaing. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat
ditemukan solusi konkret unfuk meningkatkon manfast interoperabilitas Layanan
Nglarisi dalam aplikasi 385 bagi UMKM, meningkatkan efisiensi, dan
mendukung pertumbuhan ekonomi deerah yung Iebih merata serta berkelanjutan.
Koordinasi dan integrasi antar sistem menjadi kunci agar lavanan ini dopat
berfungsi secara optimal dan memberikan dampak luas bagi pelaku UMEM. Oleh
karema itu, pemerintah perlu lterus memantay dan mengembangkan lavanan ind

agar manfaatnya maksimal,



Dengan begitu, perfu dilakukan penelitian terhadap interoperabilitas e-
government yang fokusnya adaloh Lavanan Wglarisi dalam aplikasi JS§ dan
tantangan yang ads dalam pengembangan UMKM Kota Yogyakarta
menggunakan lima (5) indikator teori keberhasilan interoperabilitas menurut
Hernikawati, [. Sensuse, D. 1. (2016) yang terdiri dari, kebijakan, kelembagaan,

1.2 Rumusan Masalali’

dukungan pemerintah [E‘]lﬂdlp pmgemhmgnnﬂhﬂﬂld medalu mteg;rm
layanan digital.
2. Manfaat Praktis

Secara prakiis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi
kepada Dinas Perindustrisn Koperasi UKM Kota Yogyakarta untuk
meningkatkan efektivitas Layanan Nglarisi. sehingga dapat memberikan



manfaat yang lebih luas bagi UMKM dan memperkuat perekonomian
lokal

1.5 Sistematika Penulisan
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Bab i u:l:ﬂ:puk:ﬂn penglntnr pokok permasalahan dan  gambaran

nn:ropetahilllasehgmfmmpudllqmmnﬂgimm alam aplikasi J55.
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Bab ini berisikan tentang kesimpulin dan saran yang dapat penulis
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